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Kedudukan dalam suatu hukum perjanjian  yang berlaku dalam perkreditan yang 
mana untuk membela pada debitur dengan keadaan yang diluar dugaan contohnya 
pada kondisi pandemi covid-19. Istilah Force Majuere juga berlaku dalam akad 
murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro yang berkerja dalam prinsip syariah. 
Jenis penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis dalam 
penerapan force Majuere  dalam masa kondisi pandemi Covid-19. (2) Untuk 
mengetahui penerapan force majeure terhadap perjanjian kredit di kantor BMT 
Slawi.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Libarary Research), yaitu 
penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh 
melalui penelusuran dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis 
empiris. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi pustaka 
dan penelitian lapangan berupa wawancara pengumpulan data klausul Force 
Majuere dalam Kantor BMT Amanah Barokah Slawi. 
Hasil penilitian ini menunjukan kedudukan Force Majuere dalam akad 
murabahah yang terjadi dalam kondisi pandemi Covid-19 dan diimplementasikan 
pada lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah. Kedudukan force majeure 
dalam suatu kegiatan akad murabahah sebagai suatu keharusan karena untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki dan membahayakan yang berada di 
luar kuasa dari para pihak dalam akad murabahah. Istilah Force majeure 
merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata pada Pasal 1244 dan Pasal 
1245 KUHPerdata (BW) dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Dan sebagai 
obyek penelitian adalah Kantor BMT Amanah Barokah Slawi berbadan hukum 
koperasi diatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM). Secara kelembagaan, badan 
hukum BMT dapat berbentuk koperasi, yayasan, perseroan terbatas (PT), dan 
bahkan kelompok swadaya masyarakat (KSM). 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 











Position in a legal agreement that applies in credit which is to defend debtors with 
unexpected circumstances, for example in the Covid-19 pandemic. The term 
Force Majuere also applies to murabahah contracts at Microfinance Institutions 
that work under syariah principles. 
This type of research aims: (1) To describe the juridical review in the application 
of force majeure during the Covid-19 pandemic. (2) To find out the application of 
force majeure to the credit agreement at the BMT Slawi office. 
This type of research is library research, namely research that uses secondary data 
and the source of the data can be obtained through document searches. The 
approach used is juridical empirical. The method used to collect data is library 
research and field research in the form of interviews for collecting data on the 
Force Majuere clause in the BMT Amanah Barokah Slawi Office. 
The results of this study show the position of Force Majuere in murabahah 
contracts that occurred in the Covid-19 pandemic and were implemented in 
microfinance institutions with sharia principles. The position of force majeure in a 
murabahah contract activity is a must because it anticipates unwanted and 
dangerous things that are beyond the control of the parties in the murabahah 
contract. The term Force majeure is one of the concepts in civil law in Article 
1244 and Article 1245 of the Civil Code (BW) and is accepted as a principle in 
law. And as the object of research is the Office of BMT Amanah Barokah Slawi 
as a cooperative legal entity which is specifically regulated in Law Number 1 of 
2013 concerning Microfinance Institutions (UULKM). Institutionally, BMT legal 
entities can take the form of cooperatives, foundations, limited liability companies 
(PT), and even non-governmental organizations (KSM). 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the 
Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia saat ini berkembang pesat 
dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat. LKM bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses 
intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah 
guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha 
mereka. Di Indonesia, LKM diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 
tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah 
lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa 
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman 
atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, 
pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan 
usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berdasarkan definisi di 
atas dapat dipahami bahwa LKM merupakan lembaga keuangan yang 
berfungsi sebagai lembaga intermediary yang bertujuan tidak hanya semata-
mata mencari keuntungan (profit motive) saja, tetapi mempunyai tujuan lain 
yakni tujuan sosial (social motive) yang kegiatannya lebih bersifat community 
development. Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga 
bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk lembaga keuangan 
mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk 
pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan 




diperjanjikan menurut prinsip syariah. LKMS dalam menjalankan usahanya 
harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di samping itu, LKMS juga wajib 
membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat 




Dengan berjalannya perkembangan industri lembaga keuangan syariah 
muncul lembaga-lembaga keuangan yang bersifat mikro yang mana masih 
belum digarap oleh perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
membuat sebagaimana lembaga baru bernama Bank Wakaf Mikro (BWM), 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
Ketiga lembaga perbankan tersebut diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yang 
mana menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang artinya sistem kerja menurut 
islami.
2
 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 
/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro 
dibentuk untuk izin pada LKM yang ada. Mengenai peraturan yang ada dalam 
kasus investasi ilegal yang dilakukan BMT yang tak berizin, OJK juga 
mengambil peran untuk perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah, 
OJK mengambil langkah melalui (Satgas Waspada Investasi) di bentuk 
berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
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Abdul Rasyid, Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia, 
https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-
indonesia/, Diakses pada 17 Febuari 2021. 
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 Achi Hartoyo, BWM, BMT, dan BPRS, Apa Bedanya?,          




01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016.
3
 Hal tersebut juga berlaku dalam 
analisis pembiayaan syariah termasuk dalam akad murabahah, agar resiko 
kerugian dan tidak dilunasinya kredit dapat ditekan. Murabahah adalah jual 
beli barang pada harga dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. 
Akad yang banyak mendapat penilaian tentang kehalalan pelaksanaannya 
adalah murabahah, yaitu jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan 
keuntungan yang sudah disepakati. Dalam hal ini, murabahah dapat dilakukan 




Dalam Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT yang berbadan hukum 
pada koperasi untuk menjalankan simpan pinjam kepada masyarkat yang 
khususnya berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, jauh dari kegiatan yang 
bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian, pelanggaran bertransaksi, 
serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha 
yang etis dan benar secara syariah. Menjalankan sistem kerja dari BMT yaitu 
simpan pinjam hal ini tak jauh dari  kredit yang mana dapat memudahkan bagi 
para debitur yang ingin membeli suatu barang secara kredit yang diperantarai 
oleh Lembaga Keuangan. Istilah ini menyambung dengan adanya sistem 
kontrak suatu utang piutang. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh 
para pihak dalam bentuk tertulis. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang 
mengikat antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Peristiwa 
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 Satgas Waspada Investasi, “OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi”, 
https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi, Diakses  17 Febuari 
2021. 
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tersebut mengakibatkan suatu hubungan hukum antara para pihak, yang di 
dalamnya mencakup adanya hak dan kewajiban. Dalam suatu kontrak kreditur 
dalam perbankan syariah biasanya berisi mengenai pengaturan perbankan 
syariah atau yang lebih disebut dengan istilah force majeure (overmacht). 
Pengaturan atas force majeure ini ada karena untuk melindungi debitur 
manakala dalam menjalankan kewajibannya kepada kreditur terjadi suatu 
kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Keadaan 
memaksa atau  force majeure dapat berupa gempa bumi, kebakaran, banjir, 
tanah longsor, perang, kudeta militer, embargo, epidemik, dan lain 
sebagainya.
5   
Untuk saat ini perekonomian semua negara menurun karena adanya wabah 
virus Covid-19 yang melanda hampir penjuru dunia, dampak dari virus Covid-
19 juga dirasakan semua pada masyarakat negara tersebut. Terutama pada 
masyarakat Indonesia yang sedang menjalani kredit disuatu BMT atau lembaga 
pembiayaan. Dalam Lembaga Keuangan Mikro salah satunya yaitu Baitul Maal 
Wa Tamwil (BMT) bekerja dengan dasar prinsip-prinsip syariah yang harus 
memiliki izin dari OJK jika tidak memiliki izin maka BMT tersebut dinyatakan 
ilegal. BMT diatur secara spesifik pada peraturan Perundang-undangan 
indonesia, yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 
Keuangan Mikro (UULKM). BMT sendiri merupakan Lembaga Keuangan 
Mikro (LKM) Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
Pada awalnya BMT didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan 
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kondisi hukum dan kebutuhan pasar. Secara kelembagaan, badan hukum BMT 
dapat berbentuk koperasi, yayasan, perseroan terbatas (PT), dan bahkan 
kelompok swadaya masyarakat (KSM). Status hukum yang berbeda-beda ini 
menyebabkan BMT tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berbeda-beda sesuai dengan kelembagaan yang dipilih. BMT berbentuk 
koperasi tunduk pada peraturan terkait koperasi BMT berbentuk yayasan 
tunduk pada peraturan terkait yayasan BMT berbentuk PT tunduk pada 
peraturan terkait PT BMT berbentuk KSM tunduk pada UU Organisasi 
Masyarakat. Belakangan, dengan berlakunya UULKM, BMT berbentuk KSM 
tidak dimungkinkan lagi, karena badan hukum LKM harus berbentuk koperasi 
atau PT.
6
 Pembiayaan syariah (BMT) sebagai bagian dari ekonomi syariah, 
maka dalam pendekatan force majeure juga harus dari sisi Hukum Islam. Force 
majeure adalah suatu keadaan yang memaksa yang dialami seorang. Dalam 
hukum Islam force majeure dikenal dengan istilah dharurah, yang diartikan 
sebagai keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di 
luar kemampuan manusia. Dharurah berkaitan dengan lima tujuan yang dikenal 
dalam hukum Islam sebagai tujuan syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, 
nasab,harta serta kehormatan manusia. Sehingga seseorang yang mengalami 
keadaan tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga 
memperbolehkan hal-hal yang awalnya dilarang untuk mengatasi permasalahan 
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 Mahkamah Agung melalui putusannya No.409K/Sip/1983 
telah memberi pernyataan bahwa keadaan yang memaksa dapat dilihat sebagai 
kondisi yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut memang 
tidak dapat dicegah oleh pihak yang berprestasi sekalipun.
8
 Bahkan jauh 
sebelum munculnya putusan seperti di atas, dalam putusan Mahkamah Agung 
No. 24K/Sip/1958 juga menyatakan bahwa force majeure sudah menutup 
adanya kemungkinan maupun alternatif lainnya untuk pihak yang terkena force 
majeure guna memenuhi kontrak. Pasal 91 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa 
kebakaran termasuk dalam kategori keadaan kahar.
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai penerapan force majuere dalam masa 
kondisi pandemi Covid-19 ? 
2. Bagaimana penerapan force majeure terhadap perjanjian kredit di kantor 
BMT Amanah Barokah Slawi ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis dalam penerapan force Majuere  
dalam masa kondisi pandemi Covid-19. 
2. Untuk mengetahui penerapan force majeure terhadap perjanjian kredit di 
kantor BMT Slawi. 
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D. Manfaat Penelitian  
Suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang di ambil dari 
penelitian, oleh karena itu penulis mengharapkan agar bisa diterima baik dan 
berguna. Adapun manfaat diharapkan oleh penulis dari penelitian ini antara 
lain sebagai berikut:  
1. Manfaat Praktis  
Penulisan ini diharapkan mengetahui segala sesuatu kewajiban yang 
berhubungan dengan lembaga perbankan debitur yang dinyatakan 
wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi 
dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan.  
2. Manfaat Teoritis 
Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan dimana dapat 
diterima tentang force majuere salah satu konsep dalam hukum perdata dan 
sebagai prinsip dalam hukum. Suatu alasan untuk tidak memenuhui 
pelaksanaan kewajiban karena hilangnya objek atau tujuan yang menjadi 
pokok perjanjian. 
E. Tinjauan Pustaka 
Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa skripsi yang memiliki inti 
dan judul kemiripan penelitian yang penulis buat. Namun demikian perlu 
diketahui bahwa penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbadaan dengan 
penelitian penulis yang sekarang buat. Adapun perbadaannya yaitu penelitian 
ini membahas tentang suatu perjanjian perkreditan dimasa pandemi Covid-19 




sanggup mencapai prestasi dikarenakan suatu keadaan memaksa (force 
majeure). Adanya peraturan yang mengatur force majuere diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan 
peneletian yang ada sebelumnya. Penelitian ini yang dimaksud diantarannya: 
1. Daryl John Rasuh,  Kajian Hukum Keadaan Memaksa (force majuere) 
Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor 
perjanjian yang mempengaruhi Keadaan Memaksa (force majeure) dan 
bagaimana implikasi pembatalan perjanjian yang disebabkan Keadaan 
Memaksa (force majeure), yang dengan menggunakan metode penelitian 
hukum normatif disimpulkan bahwa: Keadaan memaksa force majeure 
/overmach adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, 
yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur 
tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak 
dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Kesemuanya itu sebelum 
debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan 
tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengkutip dari sumber Darly John 
Rasuh, untuk memenuhi penelitian yang penulis buat karena jurnal tersebut 
memiliki isi yang jelas  dan mudah dalam dipahami. Dari jurnal diatas 




2. Umdah Aulia Rohmah, Akad Dalam Keadaan Memaksa, jurnal Lex Reanis 
Ssance, No. 1 Volume. 4 Januari 2019: 104 – 125. Pasal 40 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai keadaan memaksa 
bahwa yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan dimana salah 
satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan 
perestasinya. Kemudian dalam Pasal 41 dijelaskan mengenai syarat-syarat 
peristiwa yang termasuk keadaan memaksa yakni, peristiwa tersebut 
haruslah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, peristiwa tersebut 
tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus memenuhi 
prestasi, peristiwa terjadi di luar kesalahan si pihak yang harus memenuhi 
prestasi dan yang terakhir pihak yang harus memenuhi prestasi tersebut 
tidak beritikad buruk. Pada jurnal diatas tentang Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES) penulis memahami tentang ekonomi Syariah 
yang dibahas pada Lembaga Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). 
3. Arie Exchell Prayogo Dewangker, Penggunaan Klausa Force Majuere 
dalam Kondisi Pandemik, Jurnal Education And Development, Vol.8 No.3 
Edisi Agustus 2020. Kondisi  pandemik COVID-19  berdampak signifikan    
dalam     berbagai    aspek    kehidupan masyarakat.   Dengan   
pemberlakuan   Pembatasan Sosial   Berskala   Besar   (PSBB),   berakibat   
pada penutupan    operasional    perusahaan    hampir    di seluruh Indonesia. 
Ditutupnya operasional perusahaan tersebut menyebabkan likuiditas 
perusahaan  terganggu  yang  pada  akhirnya  timbul pemutusan    hubungan    




kerja yang    telah    disusun.    Apabila    pandemik    terus berlanjut,   
timbul   kekhawatiran   akan   terjadinya kepailitan. Penulis juga meneliti 
jurnal pada dampak besarnya Covid-19 yang mana juga mengenai sektor 
pekerja pabrik dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). 
4. Asep Ganjar Sukarelawan, Retno Anisa Larasati, Sistem Operasional 
Internal Bank Syariah, Inal Kahfi, Al-Mujadid: jurnal Ilmu-ilmu Agama 
Vol.2 No.1, 60-70,2020. Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran 
umum tentang sistem operasional internal bank syariah. Penelitian ini 
menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang didapat dari buku 
dan jurnal internet. Hasil penelitian sistem penghimpunan dana yang ada 
pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapan Keynes yang 
mengemumakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, 
yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan invenstasi. Teori tersebut 
menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi 
tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Transaksi pada bank 
syariah ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan 
barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk 
pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah 
dan mudharabah. Jurnal diatas memiliki sifat normatif  yang berhubungan 
pada nilai-nilai agama, dengan ini penulis dapat mengerti kaidah-kaidah 
ilmu Perbankan Syariah. 
5. Solihin, S. Manajemen Permodalan  BMT (Baitul Maalwat Tamwil) di 




dan Teknologi , 19 (1) 2020, 131-142. Penelitian  ini untuk memahami 
dampak pandemi Covid-19 dan pengelolaan permodalan bagi 
keberlangsungan bisnis BMT. Untuk mendapatkan pendapatan yang 
semaksimal mungkin, kegiatan pembiayaan BMT juga menganut prinsip 
syariah, bisa dalam bentuk bagi hasil, keuntungan atau jasa 
manajemen. Penggunaan modal BMT yang ada pada saat pandemi Covid-
19 saat ini adalah: Pertama, penggunaan produktif untuk pembiayaan 
anggota, masyarakat, dan BMT lainnya yang mengajukan pembiayaan 
untuk usaha di bidang ekonomi alat kesehatan, makanan dan ritel, 
demikianlah yang mereka lakukan tidak memiliki risiko yang dapat 
mengurangi aset BMT. Kedua, pemanfaatan yang tidak produktif yaitu dana 
pelatihan SDM, pada saat pandemi Covid-19 dibutuhkan SDM BMT yang 
mampu bekerja cerdas dan kreatif untuk meminimalisir risiko saat terjadi 
resesi ekonomi. Ketiga, penggunaan dana untuk memitigasi risiko seperti 
penyisihan pembiayaan bermasalah, dana cadangan umum tambahan, dan 
penyisihan laba ditahan. Selama pandemi Covid-19, sebagian besar UMKM 
yang menjadi nasabah atau anggota BMT mengalami penurunan omset 
yang mengakibatkan kredit macet (peningkatan NPF di lembaga keuangan 
syariah), sehingga untuk mengantisipasi risiko gagal. Dengan ini penulis 
lebih jelas lagi dalam meneliti tentang bagaimana penerapan force majuere 
dalam masa pandemi Covid-19 di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dengan 




dalam kegiatan pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Baitul Maal wat 
Tamwil (BMT) yang menganut prinsip syariah. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Libarary 
Research), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber 
datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.
9
 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam meneliti adalah menggunakan 
pendekatan  yuridis empiris, yaitu meninjau permasalahan hukum sebagai 
realitas sosial maupun realitas kultural.
10
  
3. Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. Dalam 
penelitian ini objeknya adalah kantor BMT Amanah Barokah Slawi. 
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan 
kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, 
yaitu: 
1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM) . 
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku, jurnal hukum, artikel dan 
literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 
terkait dengan perjanjian, koperasi, lembaga keuangan syariah.  
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3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus, maupun juga bahan yang 
diperoleh dari internet. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
adalah studi pustaka dan penelitian lapangan berupa wawancara dan 
pengumpulan data klausul Force Majuere dalam Kantor BMT Amanah 
Barokah Slawi.  
5. Metode Analisis Data 
Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah akan digambarkan 
secara deskriptif-kualitatif, kemudian dianalisis guna memperoleh 
gambaran utuh tentang permasalahan-permasaahan yang diteliti. Data 
yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, kemudian 
dilakukan sinkronisasi dan dianalisis dengan peraturan atau literatur 
terkait. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing 
menampakkan titik beratnya yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang 
saling mendukung dan melengkapi. 
Bab I Pendahuluan. Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan 





Bab II  Tinjauan Konseptual. Dalam bab ini diuraikan teori-teori dan konsep 
yang tepat dan yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan 
penelitian, antara lain: pengertian tinjauan yuridis, tinjauan tentang 
Force Majeure, tinjauan tentang Baitul Maal Wa Tamwil dan tinjauan 
umum tentang Covid-19. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan dijelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Force Majeure dalam 
masa kondisi pandemi Covid-19 dan penerapan Force Majeure 
terhadap perjanjian kredit di Kantor BMT Amanah Barokah Slawi.  
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 







A. Pengertian Tinjauan Yuridis  
Menurut    kamus    besar    bahasa    Indonesia,    pengertian tinjauan    
adalah mempelajari  dengan  cermat,  memeriksa  (untuk  memahami),  
pandangan,  pendapat (sesudah  menyelidiki,  mempelajari,  dan  sebagainya).
11
 
Menurut  Kamus  Hukum,  kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti 
menurut hukum atau dari segi hukum.
12
  
Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih 
mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen 
serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang 
dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk 
menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis 
dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.
13
 Sedangkan yuridis 
adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh 
pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah 
dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar 
hukum tersebut bisa dikenai hukuman.
14
 Yuridis merupakan pertimbangan atau 
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alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan 
dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan 
substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan 
Perundang-Undangan yang baru. Dapat  disimpulkan  tinjauan  yuridis  berarti  
mempelajari  dengan  cermat,  memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan 
atau pendapat dari segi hukum. Dalam penelitian secara yuridis penulis 
bermaksud untuk mencari komponen-komponen yang dikaji lebih dalam 
sehingga muncul nilai hukum, norma hukum, dan kaidah hukum yang berlaku. 
Dengan ini penulis memudahkan memecahkan suatu permasalahan pada force 
majuere dalam kondisi pandemi Covid-19 dalam lembaga pembiayaan Baitul 
Maal Wa Tamwil (BMT) dengan cara hukum yang berlaku. 
B. Tinjauan tentang Force Majuere 
1. Pengertian Force Majuere menurut para ahli  
Keadaan memaksa atau force majuere banyak menuai perhatian khusus 
terutama di bidang perkreditan, hal ini debitur bisa beralasan dengan konkrit 
yang mana tidak mencapai suatu prestasinya di suatu lembaga pembiayaan. 
Begitu juga yang menuai perhatian khusus pada Keputusan Presiden nomor 
12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam yang berakibat ekonomi 
indonesia sangat turun. Maka dari itu semua para ahli membuka suara pada 
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pernyataan force majuere atau overmatch. Terdapat para ahli tentang force 
majuere, diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Menurut Subekti, force majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan 
dari kewajiban membayar ganti rugi 
2. Menurut Abdulkadir Muhammad, force majeure adalah keadaan tidak 
dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang 
tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada 
waktu membuat perikatan. 
3. Menurut Setiawan, force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi 
setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi 
prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus 
menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan 
dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi 
prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.
15
 
4. Subekti: Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang 
diduga itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat 
dilupakan, dan dimana ia tidak dapat melakukan apa-apa terhadap 
keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkara 
lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau hambatan dalam pelaksanaan 
itu, disebabkan karena kelalaiannya. 
5. Sri Soedewi Masjchoen Sofwa yang menyitir dari Dr. HFA 
Vollmar: overmacht adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak 
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mungkin memenuhi perutangan  absolute overmacht atau masih 
memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan 
besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa diluar kemampuan 
manusia atau menimbulkan kerugaian yang sangat besar relatif 
overmacht. 
6. Purwahid Patrik mengartikan overmacht atau keadaan memaksa adalah 
debitur tidak melaksanakanprestasi karena tidak ada kesalahan maka 




Dengan adanya beberapa pendapat di atas maka seseorang tidak bisa 
semaunya sendiri mengatakan dirinya mengalami force majeure. Karena 
debitur bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung 
jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah 
sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi 
kewajibannya karena alasan force majeur harus sesuai dengan unsureunsur 
yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata. 
2. Kedudukan Force Majuere dalam Hukum Perdata  
Kegiatan perkreditan, sebagai salah sektor penting bank untuk 
masyarakat, harus mempertimbangkan beberapa hal untuk memperkecil 
resiko, yang terkait dengan iktikad baik willingness to pay dan kemampuan 
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membayar ability to pay nasabah untuk melunasi kreditnya.
17
 Dalam 
analisis kredit tersebut dikenal dengan Prinsip 5C, yaitu 1) character 
(watak, sifat, kebiasaan debitur sangat berpengaruh pada pemberian kredit, 
2) capacity (kapasitas berhubungan dengan kemampuan seorang debitur 
untuk mengembalikan pinjaman, 3) capital (kreditur dapat menilai modal 
debitur, semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang 
semakin serius dalam menjalankan usahanya), 4) collateral (jaminan yang 
dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat 
mengembalikan pinjamannya serta terakhir 5) condition (kondisi ekonomi 
yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli, masyarakat,  luas 
pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan 
sebagainya).
18
 Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum 
perdata pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata (BW) dan diterima 
sebagai prinsip dalam hukum. Dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata 
(BW), bagian mengenai ganti rugi karena force majeure merupakan alasan 
untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dalam hal ini 
perikatan diartikan sebagai isi dari sebuah perjanjian yang memiliki sifat 
yang terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak. Dengan 
beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, dan undang- undang. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan 
menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku 
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sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana 
termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338.
19
 
Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa force majeure atau vis major 
dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan 




Force majeure adalah salah satu istilah asing yang sering ditemukan 
dalam bidang hukum.  Force majeure  atau overmacht (Bahasa Belanda) 
sering diterjemahkan menjadi “keadaan kahar” atau “keadaan memaksa”. 
Keadaan memaksa ini juga dibagi jadi 2 jenis, yaitu absolut dan relatif. 
a. Keadaan memaksa absolut: keadaan di mana debitur sama sekali tidak 
bisa memenuhi prestasinya. Contohya yaitu bencana alam yang terjadi 
 sehingga menyebabkan objek perikatan musnah. 
b. Keadaan memaksa relatif: keadaan di mana debitur masih 
memungkinkan untuk melakukan prestasinya. Contohnya yaitu nelayan 
yang melakukan perjanjian kredit berjanji untuk membayar prestasinya 
setelah penjualan hasil tangkapan, namun tidak dapat langsung dilakukan 
karena cuaca dan gelombang laut yang memaksa nelayan tidak melaut. 
Namun masih memungkinkan kredit dibayarkan setelah nelayan melaut 
kembali. Beberapa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force 
majeure antara lain bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, perang, 
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terorisme, kerusuhan, embargo, dan yang lainnya. Keadaan memaksa ini 
dapat terjadi di beberapa bidang hukum khususnya perjanjian, antara lain 
tentang perjanjian kredit, ketenagakerjaan, kontrak.
21
  
Pada awal 2019 Indonesia terkena bencana non-alam yang bersifat 
Nasional yaitu Covid-19 virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina hampir 
seluruh indonesia terkena dampak dari virus Covid-19. Presiden Joko 
Widodo telah menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
sebagai status bencana nasional dengan diterbitkannya Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-
Alam Penyebaran Covid-19 penetapan status bencana nasional ini memiliki 
dampak tersendiri bagi dunia usaha karena membuat pelaku usaha kesulitan 
bahkan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang terikat kontrak. 
Penetapan status bencana nasional ini bisa menjadi alasan kuat bagi setiap 
pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut yang disebabkan di 
luar prediksi dan tidak dapat dihindari.  
3. Kedudukan Force Majuere dalam Hukum Islam  
Dalam hukum perdata, kondisi ini disebut dengan istilah force 
majeur atau keadaan kahar. Sebelum hadirnya Keppres nomor 12 tahun 
2020  pelaku usaha dapat menggunakan penyebaran Covid-19 sebagai 
alasan kahar atau force majeur saat tidak mampu memenuhi kewajiban 
perjanjian. Kuncinya adalah pihak dimaksud mampu memberikan alasan 
bahwa kegagalan memenuhi perjanjian bukan karena dirinya, melainkan 
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karena sesuatu yang tak dapat diprediksi dan tak dapat dihindari. Merujuk 
Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha dapat melakukan Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) pekerja/buruh karena perusahaaan tutup yang 
disebabkaan keadaan memaksa atau force majeure. Kemudian Pasal 164 
Ayat 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menambahkan pengusaha 
juga dapat melakukan PHK pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan 
karena kerugian atau bukan karena keadaan memaksa atau force majeure 
tetapi disebabkan efesiensi Masing-masing ketentuan PHK seperti tersebut 
mewajibkan pengusaha memberikan pesangon kepada pekerja/buruh seperti 
yang diatur Undang-undang tersebut. Meski terdapat dilindungi pada pasal 
tersebut PHK merupakan hal yang harus dihindari pelaku usaha yang 
merugikan pekerja/buruh dan bagi para pelaku usaha yang ada indonesia.
22
  
Dalam Hukum Islam, force majeure dapat dipersamakan dengan istilah 
dharurah. Dalam Hukum Islam dharurah diambil dari kata darra, yadurru 
dan darran yang memiliki arti merusak atau memberi mudharat. Dharurah 
adalah keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di 
luar kemampuan manusia yang berkaitan dengan panca (lima) tujuan yang 
dikenal dalam Hukum Islam yang dikenal sebagai maqasid al-syariah. 
Maqashid al-syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, nasab, 
harta serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal 
tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga 
                                                             
22
HukumOnline.com, Alasan Force Majuere yang Berimplikasi PHK Karyawan, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e957e37d3ef0/alasan-force-majeur-yang-




memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan dharurah 
tersebut.
23
 Adapun penjelasan mengenai maqasid al-syariah dalam 
tingkatan dharuriyat sebagai berikut:
24
 
a. Memelihara agama (hifdzu din), yaitu memelihara dan melaksanakan 
kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti 
melaksanakan shalat lima waktu. Bila shalat ini diabaikan, maka 
eksistensi agama akan terancam. 
b. Memelihara jiwa (hifdzu nafs), yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa 
makanan untuk mempertahankan hidup, jika kebutuhan pokok diabaikan 
maka akan terancam eksistensi jiwa manusia. 
c. Memelihara akal (hifdzu aql) yaitu diharamkannya minum-minuman 
keras, apabila ketentuan ini dilanggar maka akan terancam eksistensi akal 
manusia. 
d. Menjaga keturunan (hifdzu nasl), yaitu disyaratkannya menikah dan 
dilarang berzina. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan terancam 
eksistensi keturunannya. 
e. Menjaga harta (hifdzu maal), yaitu seperti disyariatkannya tatacara 
kepemilikan melalui jual beli dan dilarangnya mengambil harta orang 
lain dengan bathil seperti mencuri, riba dan lain-lain. Apabila dilanggar 
maka akan terancam eksistensi hartanya. 
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Kedudukan force majeure dalam Hukum Islam berbeda dengan hukum 
perdata. Dalam hukum Islam kedudukan force majeure didasarkan kepada 
sesuatu hal yang dapat mengancam maqasid al- syariah seperti yang telah 
diuraikan berdasarkan pengertian force majeure dalam Hukum Islam. 
Batasan force majeure menurut Hukum Islam dengan hukum perdata. 
Kaidah-kaidah Islam yang menggambarkan keadaan force majeure di 
antaranya masaqat (kesulitan) bisa menarik kemudahan.
25
 Maksudnya 
adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan 
kesulitan dan kesukaran bagi pelaku, yang dalam hal ini adalah seorang 
mukallaf, maka syariat meringankannya sehingga orang mukallaf tersebut 
bisa melaksanakannya tanpa merasa kesulitan. Seperti halnya kesulitan 
orang yang sakit untuk melaksanakan shalat dengan berdiri maka bisa 
dengan duduk, apabila tidak bisa duduk maka dengan cara berbaring.
26
 
Kaidah di atas ini menjadi sumber adanya keringanan dalam 
menjalankan tuntutan syariat diantaranya seperti keringanan yang diberikan 
karena keadaan terpaksa serta unsur kurang mampu dan kesukaran umum 
yang menjadi akibat terjadinya force majeure. Kaidah tersebut merupakan 
hasil modifikasi dari QS. Al Baqarah: 185, QS. Al Hajj: 78, QS. An Nisa: 
28, QS. Al Baqarah: 286, yang seluruh ayatnya tersebut menunjukkan 
kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. 
Ayat-ayat Al-qur’an tersebut menjelaskan mengenai keringanan bagi orang 
yang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, 
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namun tetap berkewajiban untuk menggantinya sebanyak puasa yang 
ditinggalkannya. Substansi dari ayat di atas adalah Allah tidak akan 
mempersulit hamba-Nya dalam beribadah. Selain kaidah tersebut, terdapat 
juga kaidah lain yang sama dengan kaidah di atas yakni kemudaratan 
(bahaya) harus dihilangkan, hanya saja kaidah ini lebih kepada kewajiban 
menghilangkan madarat setelah madarat itu terjadi (upaya pengobatan).
27
 
Sementara itu, di dalam literatur fiqh klasik, terdapat sebuah ketentuan 
hukum yang hampir menyerupai force majeure. Ketentuan ini biasa disebut 
dengan al-Jaihah, yaitu suatu keadaan dimana telah terjadi akad salam 
antara petani buah dan pembeli. Keduanya sepakat bahwa jika buah-buahan 
tersebut telah siap panen, maka petani menyerahkannya kepada pembeli 
sesuai dengan harga yang telah diterima oleh petani. Ketika hanya nampak 
beberapa buah yang matang, namun terjadi suatu bencana di luar kekuasaan 
keduanya yang memaksa petani tidak dapat menyerahkan hasil panennya. 
Atau bisa disimpulkan al jaihah adalah bencana yang biasa berlaku pada 
buah-buahan, yang menyebabkan kerusakan dan kemusnahan padanya.
28
 
Sejatinya al-jaihah dalam penerapannya tidaklah terbatas pada akad salam, 
melainkan dapat di-qiyas-kan kepada beberapa akad, diantaranya ijrah, ba’i 
murabahah, isthisna’ dan sebagainya. 
Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan 
mengenai keadaan memaksa bahwa yang dimaksud dengan force majeure 
adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang 
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untuk melaksanakan perestasinya. Kemudian dalam Pasal 41 dijelaskan 
mengenai syarat-syarat peristiwa yang termasuk keadaan memaksa yakni, 
peristiwa tersebut haruslah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, 
peristiwa tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 
harus memenuhi prestasi, peristiwa terjadi di luar kesalahan si pihak yang 
harus memenuhi prestasi dan yang terakhir pihak yang harus memenuhi 
prestasi tersebut tidak beritikad buruk. 
Pasal 42 menjelaskan mengenai risiko yakni, kewajiban memikul 
kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak disebut 
sebagai risiko. Kemudian dalam Pasal 43 dijelaskan lebih lanjut mengenai 
risiko tersebut, yakni kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar salah 
satu pihak dalam akad perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam, 
sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar salah satu pihak 
dalam akad perjanjian timbal balik dipikul oleh pihak yang meminjamkan. 
Melihat Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
sebenarnya tidak ada aturan yang secara tegas dan khusus menjelaskan 
mengenai force majeure dalam Fatwa Dewan Syariah MUI. Namun terdapat 
beberapa fatwa yang sedikit menyinggung dan berkaitan dengan force 
majeure. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-
MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah pada 
dasarnya menetapkan Fatwa Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan 
Murabahah, dimana LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan 




pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan 
ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya 
dalam proses penjadwalan kembali biaya riil, perpanjangan masa 
pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika salah 
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 
antara pihak-pihak terkait, maka penyelesainnya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
C. Tinjauan tentang Baitul Maal Wa Tamwil 
1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) 
Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya 
BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. 
Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang 
berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha 
masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan 
lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 




daerah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat 
menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.
29
  
Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat 
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan 
badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan 
Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim 
se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia 
(BMI).
30
 Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem 
pembiayaan syariah yang tidak memiliki bunga seperti halnya pada bank 
konvensional, serta kehidupan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-
nilai dasar syariah dan selalu beritikad pada pedoman yang sudah 
dianjurkan. Pertumbuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sejak pertama kali 
diperkenalkan pada awal 2000-an hingga saat ini, terus mengalami 
peningkatan dan mencapai titik yang luar biasa. Selama ini pengawasan dan 
pembinaan lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi BMT 
berada pada dua kelembagaan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebagian besar BMT atau lembaga 
keuangan mikro di Indonesia memilih untuk berbadan hukum koperasi. 
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Koperasi Baitul maal wat-tamwil (Koperasi BMT), sebagai sebuah 
lembaga yang terbangun dari percampuran antara dua sistem hukum yang 
berbeda (yaitu hukum perdata barat dan hukum Islam), pada akhirnya 
muncul sebagai sebuah lembaga dengan karakteristiknya sendiri yang relatif 
berbeda dengan lembagalembaga yang lain. Sebagai bagian dari upaya 
untuk membangun (dan mempertahankan) karakteristiknya tersebut, sejak 
awal Koperasi BMT berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek tertentu 
dalam kegiatannya. Salah satu aspek yang terbangun dari awal dan tetap 
dipertahankan hingga saat ini adalah persoalan keharusan untuk Koperasi 
Baitul Maal Wat-tamwil.
32
 BMT sendiri memiliki pandangan jaminan dalam 
KUHPerdata yaitu :  
a. Jaminan menurut Hukum Positif  
Jaminan muncul berkaitan dengan perjanjian kredit (utang piutang). 
Keberadaan jaminan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan 
perjanjian kredit, maka sifat jaminan adalah assesoir. Berdasarkan pada 
Pasal 1131 KUH Perdata, pengertian jaminan adalah segala kebendaan 
debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah 
ada ataupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan 
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untuk segala perikatan perseorangan. Jaminan ini berfungsi untuk 
menjamin keamanan dan kelangsungan modal serta untuk memberikan 
kepastian hukum bagi kreditur. Dalam hal orang yang berhutang tidak 
dapat melakukan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka 
kreditur dapat mengambil kembali uang yang dipinjamkan kepada 
debitur, dengan menjual barang yang telah dijaminkan sehingga dengan 
demikian kreditur mendapat kepastian tentang pengembalian uang yang 
telah dipinjamkan kepada debitur. Selain itu juga, kreditur yang 
mempunyai jaminan, akan mempunyai kedudukan sebagai kreditur 
Konkuren yang harus didahulukan pembayaran hutangnya daripada 
kreditur lain. Hal ini ditegaskan dalamPasal 1133 (1) dan 1134 (2) KUH 
Perdata.
33
 Jaminan juga dapat dibagi dua :  
1. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan 
pihak ke tiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.1 
Jaminan perorangan ini yang dikenal adalah Penanggungan hutang 
Borgtocht atau guaranty perjanjian penanggungan ini diatur dalam 
pasal 1820-1850 KUH perdata. 
2. Jaminan Kebendaan Jaminan kebendaan adalah suatu perjanjian yang 
diadakan antara kreditur dan debitur atau kreditur dengan pihak ketiga 
yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur jaminan kebendaan ini 
dapat berupa hak tanggungan, Gadai dan fidusia.
34
  
                                                             
33
 Eugenia Liliawati Muljono dan Amin Widjaja Tunggal, Eksekusi Grose Akta Hipotik Oleh 
Bank, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 14.  
34




BMT juga dapat mengartikan jaminan perorangan dan jaminan 
kebendaan menurut hukum perdata, BMT juga dapat memperlakukan 
Gadai dan Fidusia. Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam 
KUHPerdata Bab XX Buku II KUHPerdata Pasal 1150 sampai dengan 
Pas1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdata, gadai merupakan suatu hak 
yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan 
kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang 
memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil 
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang 
berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang 
barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang 
yang digadaikan tersebut. Sedangkan jaminan Fidusia menurut pasal 1 
(1) Undang-Undang no. 42 tahun 1999, Fidusia memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia. maka dalam fidusia 
harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya perjanjian 
pengalihan kepemilikan suatu benda dari debitur kepada kreditur. (2) 
Pengalihan tersebut berdasarkan kepercayaan. (3) Yang menjadi obyek 
jaminan Fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud atau yang 
tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, baik yang berwujud atau yang 
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b. Jaminan Menurut Hukum Islam 
Jaminan Menurut Hukum Islam Jaminan, dalam hukum Islam, 
adanya berkaitan dengan bentuk muammalah yang dilakukan secara tidak 
tunai, seperti utang piutang uang ataupun dalam bentuk yang lainnya. 
Jaminan ini didasarkan pada ketentuan dalam surat Al-baqarah ayat 283. 
Dalam hukum Islam jaminan, dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan 
kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan ini biasa disebut 
dengan Rahn (gadai) dan jaminan perorangan disebut dengan Kafalah 
(penanggungan hutang). Adapun ketentuannya sebagai berikut:  
1. Gadai 
Gadai dalam istilah bahasa arab dinamakan dengan ar-rahn atau 
AlHabsu. Rahn yang berarti tetap atau lestari, dan Habsu berarti 
menahan.
36
 Menurut Sayid Sabiq, pengertian yang terkandung dalam 
istilah tersebut, menjadikan barang yang menjadi nilai harta menurut 
pandangan syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang 
bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian 
manfaat barang tersebut. Pemilik barang (penggadai) disebut Rahin, 
Orang yang menerima gadai disebut Murtahin dan obyek yang 
digadaikan disebut rahn.
37
 Kemudian bila orang yang berhutang, 
setelah lewat waktu gadai yang diperjanjikan belum mengembalikan 
hutangnya, maka barang tersebut dapat dijual dengan seizin 
penggadai, jika hal tersebut tidak tercapai, maka pemegang gadai 
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boleh meminta pertolongan hakim untuk memaksa ataupun memberi 
izin kepada pemegang gadai untuk menjualnya. Hasilnya untuk 
melunasi hutang, selebihnya dikembalikan kepada penggadai, dan 
kekurangannya tetap menjadi kewajiban orang yang menggadaikan 
untuk melunasinya. 
2. Kaffalah (Penanggung hutang) 
Penanggungan hutang, menurut syariat Islam diistilahkan dengan 
Kafalah. Menurut ketentuan syara’, kafalah ini diartikan sebagai 
proses penggabungan kafil menjadi tanggungan ashiil dalam tuntutan 
atau permintaan dengan materi sama atau utang, atau barang, atau 
pekerjaan. Sebagai landasan hukum, Dewan Syariah Nasional 
mengeluarkan fatwa tentang kafalah dan menetapkan fatwa Dewan 
Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/ IV/2000 tentang kafalah yang 
ditetapkan tanggal 08 Muharram 1421 H atau tanggal 13 April 2000. 
Fatwa ini menetapkan bahwa pemberian jasa kafalah dilakukan 
dengan prosedur masing-masing bank syariah yang memberikan, 
dengan mengacu pada ketentuan umum bank garansi yang telah 
ditetapkan Bank Indonesia dan rukun kafalah yang telah ditetapkan 
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Peranan 
kafalah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan hubungan 
muamalah sesama umat muslim pada khususnya dan umat manusia 
pada umumnya yang di dalamnya terkandung unsur tolong menolong. 




menolong. Kafalah berfungsi untuk memperlancar transaksi atau kerja 
sama bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu transaksi maupun 
kerja sama yang bernilai besar dan mengandung risiko. Selain itu 




Pengertian BMT diatas menegaskan bahwa BMT mempunyai dua jenis 
kegiatan, yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul Tamwil 
mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka 
meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil-menengah dengan 
mendorong kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kepada 
para pengusaha kecil-menengah. Sementara baitul maal menghimpun titipan 
dana zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menjalankannya yang sesuai dengan 
peraturan dan amanahnya. Terkait mengenai bentuk badan hukum bagi 
BMT, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengaturnya. 
Namun demikian para praktisi hukum dan BMT berpendapat telah ada 
landasan hukum yang menentukan koprasi sebagai bentuk badan hukum 
BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negara 
Rebuplik Indonesia Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bamngda), 
tanggal 14 april 1997 Nomor 538/pkk/IV/1997 tentang Status Badan Hukum 
untuk Lembaga Keuangan Syari’ah. Kejelasan tentang bentuk badan hukum 
suatu lembaga di anggap penting karena berkaitan dengan pengakuan 
kualitas dan identitas menurut hukum positif di dalam suatu negara. 
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Lembaga keuangan dalam arti luas sebagai perantara dan pihak yang 
mempunyai kelebihan dana (Surplus of fund) dengan pihak yang 
kekurangan dana (lack of fund) sehingga peranan yang sebenarnya sebagai 
perantara keuangan masyarakat. Dan pengertian yang luas ini, maka 
lembaga keuangan dengan sendirinya mempunyai perbedaan, fungsi, dan 
kelembagaannya. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa perekonomian disusun 
sebagi usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut 
sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koprasi mendapat misi untuk 
berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran 
masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.
39
 
2. Kedudukan Baitul Maal Wa Tamwil dalam Peraturan Perundangan-
Undangan 
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi BMT 
sesungguhnya sudah cukup jelas, yakni BMT sebagai LKM sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 
Keuangan Mikro, dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan. Hanyasaja, dalam prakteknya, BMT juga dapat didirikan, 
dikelola, dan berdasarkan berdasarkan kewenangan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Instansi pemerintah pusat yang ada 
adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Perkoperasian.  
Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah terkait dengan perizinan dan pengawasan penyedia jasa 
keuangan, termasuk BMT. Adapun pembagian kewenangan tersebut di atas 
dapat diperiksa dalam tabel sebagai berikut: 
Jenis Usaha 
Bentuk Badan 














Bank Umum Rp.3 
Trilyun 
BPR: 
–      Kecamatan Rp4 
milyar 
–      Kabupaten Rp.6 
milyar 
–      Provinsi Rp.8 milyar 






























–      Primer Rp15 juta 



























–      Tingkat Desa Rp50 
Juta; 
–      Tingkat Kecamatan 
Rp100 juta 
















–      Sewa Rp.10 milyar; 
–      Anjak Piutang Rp10 
milyar 
–      Asuransi Rp.100 
milyar 
–      Ventura Rp.10 
milyar 










Dari sini, dapat kita lihat bahwa BMT sebagai lembaga keuangan 
syariah di Indonesia terpecah menjadi dua lembaga Negara, yakni: 
a. BMT sebagai LKM, menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; 
b. BMT sebagai Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah, menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan 
UKM. 
Adapun uraian masing-masing adalah sebagai berikut: 
a. BMT sebagai LKM, menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan 
(bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM). 
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 
Keuangan Mikro disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 
angka 1 yang dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang 
selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus 
didirikan untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan 
masyarakat, baik melalui kredit atau pembiayaan dalam usaha skala 
mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun 
pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata 
mencari keuntungan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dinyatakan bahwa 
Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha 
dari Otoritas Jasa Keuangan.  
Di sisi lain, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2013 terdapat ketentuan bahwa Setiap orang yang menjalankan 
usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 
dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). Sementara dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2013 dinyatakan bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang terbatas atau 




baik terhadap yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang 
bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau kedua-duanya. 
Ketentuan-ketentuan di atas masih ditambah lagi dengan ketentuan 
pada Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut: 
1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung 
Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan 
Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), 
Lembaga Perkreditan Kecamatan ( LPK), Bank Karya Produksi Desa 
(BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa 
Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau 
lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat 
beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini berlaku. 
2. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. 
3. Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga 
sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, 
dinyatakan berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-
Undang ini. 
Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa Baitul Maal 
Wa Tamwil (BMT) memohon sebagai Lembaga Keuangan Mikro/LKM, 




Keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 ini ada 
kriminalisasi terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjalankan 
usaha BMT tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan. 
BMT sebagai LKM adalah kewajiban BMT untuk mematuhi 
ketentuan-ketentuan tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan 
peraturan peraturan pelaksanaan pelaksanaannya. BMT, baik yang telah 
berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, maupun yang tidak 
berbadan hukum harus menyesuaikan bentuk kelembagaan, sistem 
operasional, bidang usaha, permodalan, dan seluruh aspek yang terkait 
dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukum Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penegak 
hukum dalam melaksanakan tugas-tugas terkait Lembaga Keuangan 
Mikro. 
b. BMT sebagai Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah (bersumber dari praktek pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta dipertegas dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). 
Dalam praktek, ada peraturan perundang-undangan di Indonesia 
selain Undang-Undang LKM yang pada saat ini juga mengatur BMT, 




pinjam. Pada saat ini, BMT tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 
Koperasi, serta dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf Q, mengatur: 
1. Kewenangan Pemerintah Pusat untuk mempersembahkan status badan 
hukum Koperasi; 
2. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan izin usaha simpan 
pinjam, izin pendirian kantor cabang, kantor cabang pembantu dan 
kantor kas; 
3. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengawasan dan pemeriksaan 
Koperasi, termasuk Koperasi yang memiliki izin usaha simpan 
pinjam; 
4. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal kesehatan Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi; 
5. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 





6. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan dan perlindungan 
Koperasi. 
Dalam praktek, BMT dapat memilih, apakah menjadi LKM menurut 
Undang-Undang LKM atau Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah Koperasi. Yang ada dalam Undang-Undang LKM, 
prakteknya hanya ditujukan untuk menanggulangi penyelenggaraan 
LKM tanpa izin sama sekali, dan tidak berlaku bagi BMT yang menjadi 
Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi 




D. Tinjauan Umum tentang Covid-19 
1. Pengertian tentang Covid-19 dalam World Health Organization 
(WHO) 
Corona Virus Disease (Covid-19) adalah kumpulan virus yang bisa 
menginfeksi sitem pernafasan. Pada banyak kasus virus ini bisa 
menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru 
(pneumonia) yang cenderung lebih rentan menyebabkan kematian pada 
kelompok usia 45-59 tahun atau orang dengan penyakit tertentu. Penyebaran 
wabah Covid-19 sejak November 2019 di Wuhan, China terus mengalami 
eskalasi yang signifikan dan berkelanjutan secara global. Pernyataan wabah 
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Covid-19 sebagai suatu pandemi global oleh World Health Organization 
(WHO) sudah mengakibatkan beragam permasalahan baru di sejumlah 
sektor di Indonesia, bahkan dunia.1 Tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi 
juga menyebabkan krisis multidimensi.
42
 
Covid-19 dideklarasikan sebagai pandemik oleh WHO pada tanggal 12 
Maret 2020. Hal ini membuat Covid-19 menjadi perhatian utama dunia. 
Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap agen penyebab 
Covid-19 serta patogenesis dan manifestasi klinis pada pasien Covid-19. 
Mengingat kembali bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah 
menyatakan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of Inter-national 
Concern (PHEIC), ini meandakan COVID-19 sebagai ancaman global 
dunia. Namun belum ada obat terapeutik khusus untuk penyakit menular ini. 
Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang SARS-CoV-2 
sangatlah penting untuk mengeksplorasi obat yang kemungkina yang lebih 
efektif. Dalam ulasan ini, merangkum kemajuan pengembangan terapi 
SARS-CoV-2 untuk menyediakan kerangka kerja terhadap COVID-19.
43
 
WHO telah menyatakan bahwa virus ini tidak ada obatnya dalam 
penanganan khusus baik pihak pemerintah maupun rumah sakit, hal tentu 
membuat seluruh dunia tercengang dengan adanya virus yang berasal dari 
Asia yaitu kota wuhan cina. WHO menyebutkan virus ini sangat cepat 
dalam penularannya hingga sampai pada benua Amerika dan benua Eropa 
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hingga akhirnya semua negara menegakan peraturan baru tentang mencegah 
virus ini kepada masyarakat. Virus ini sebenarnya hanya bisa berimplikasi 
pada hewan saja tetapi entah kenapa hingga sampai manusia bahkan 
menyuluruh hingga belahan dunia.   
2. Tinjauan awal masuknya virus Covid-19 di Indonesia 
Wuhan adalah kota terbesar ketujuh di Tiongkok, dengan populasi lebih 
dari 11 juta orang. Kota ini merupakan pusat transportasi utama di Tiongkok 
bagian tengah, yang terletak sekitar 700 mil (1100 km) di sebelah selatan 
Beijing, 500 mil (800 km) di sebelah barat Shanghai, dan 600 mil (970 km) 
di sebelah utara Hong Kong. Bandar udara Wuhan memiliki penerbangan 
langsung ke berbagai kota besar di Eropa: enam kali penerbangan mingguan 
ke Paris, tiga kali ke London, dan lima kali ke Roma. Tidak dapat disangkai 
bahwa covid-19 merupakan sebuah virus  yang sangat berbahaya dan tidak 
dapat diperkirakan di awal jika virus tersebut akan tersebar ke seluruh 
penjuru dunia. Namun, hal ini juga tak serta-merta segala sesuatu kegiatan 
dihentikan karena virus covid-19. Pada awal 2020 Indonesia kemasukan 
para wisata asing yang berasal dari cina, awalnya masyarakat menilai virus 
ini tidak terlalu mematikan atau tidak menular cepat. Ibu kota Jakartalah di 
bandara Soerkarno Hatta awal terjadinya masuk virus ini hingga melebar 
luas ke seluruh Indonesia. Presiden Jokowi menggapi serius tentang virus 
ini hingga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres No 11 tahun 2020 




Disease. Hal ini tentu sangat darurat hingga akhirnya seluruh kegiatan 
masyarakat dihentikan bahkan tidak jelas kapan selesai.  
Pemberhentian ini tentu sangat menjadi pertimbangan bagi pemerintah 
menegaskan kebijakan-kebijakan peraturan yang saat ini harus bisa 
membuat kondisi normal kembali. Covid-19 tentu melemahkan pada sektor 
Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi nasional. Hampir seluruh 
daerah yang ada di Indonesia mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah 
(Perda) Peraturan Bupati (Perbup) yang di dukung oleh Satgas Pengawasan 
Covid-19. Dalam menjalankan semua perturan-peraturan yang ada 
diharapkan semuanya tau bahwa Covid-19 virus yang tidak terlihat bahkan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Penerapan Force Majuere dalam masa kondisi pandemi Covid-19.  
1. Kedudukan Force Majuere dalam Akad Murabahah 
Force majeure adalah suatu keadaan yang memaksa yang dialami 
manusia, suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak 
dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau 
tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam Hukum Islam force 
majeure dapat dipersamakan dengan istilah dharurah. Dalam Hukum Islam 
dharurah diambil dari kata darra, yadurru dan darran yang memiliki arti 
merusak atau memberi mudharat. Dharurah adalah keadaan yang mendesak 
yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia yang 
berkaitan dengan panca (lima) tujuan yang dikenal dalam Hukum Islam 
yang dikenal sebagai maqasid al-syariah. Maqashid al-syariah mencakup 
perlindungan terhadap agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia, 
sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan 
atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk 
mengatasi keadaan dharurah tersebut.
44
  
Setiap permohonan pembiayaan murabahah BMT akan menerangkan 
esensi dari pembiayaan murabahah serta kondisi penerapannya. Salah satu 
yang diterangkan adalah tentang definisi atas kondisi force majeure yang 
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dapat dijadikan dasar acuan bahwa BMT tidak akan mengalami kerugian 
(dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik.
45
 Kedudukan force 
majeure dalam Hukum Islam berbeda dengan hukum perdata. Dalam hukum 
Islam kedudukan force majeure didasarkan kepada sesuatu hal yang dapat 
mengancam maqasid al- syariah seperti yang telah diuraikan berdasarkan 
pengertian force majeure dalam Hukum Islam. Batasan force majeure 
menurut Hukum Islam dengan hukum perdata. 
Kaidah-kaidah Islam yang menggambarkan keadaan force majeure di 
antaranya masaqat (kesulitan) bisa menarik kemudahan.
46
 Maksudnya 
adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan 
kesulitan dan kesukaran bagi pelaku, yang dalam hal ini adalah seorang 
mukallaf, maka syariat meringankannya sehingga orang mukallaf tersebut 
bisa melaksanakannya tanpa merasa kesulitan. Seperti halnya kesulitan 
orang yang sakit untuk melaksanakan shalat dengan berdiri maka bisa 
dengan duduk, apabila tidak bisa duduk maka berbaring.
47
  Melihat Fatwa 
Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya tidak ada aturan 
yang secara tegas dan khusus menjelaskan mengenai force majeure dalam 
Fatwa Dewan Syariah MUI. Namun terdapat beberapa fatwa yang sedikit 
menyinggung dan berkaitan dengan force majeure. Fatwa Dewan Syariah 
Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah pada dasarnya menetapkan 
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Fatwa Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dimana LKS 
boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah 
yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan 
waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah 
tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali 
biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak 
tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa 
Dewan Syariah MUI Nomor 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas 
Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran pada intinya 
menetapkan fatwa tenang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang 
dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu 
membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah 
mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai 
kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan 
sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah 




denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan 
dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda 
diperuntukkan sebagai dana sosial. Jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak. terkait, maka 
penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa MUI tersebut 
berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana 
mestinya.  
Perihal terjadinya force majeure dalam akad murabahah ialah beragam. 




1) Menurut Jenisnya 
a) Force majeure objektif 
Force majeure ini terjadi pada benda yang merupakan objek dari 
kontrak sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi, tanpa adanya 
kesalahan dari pihak debitur. 
b) Force majeure subjektif 
Force majeure ini berhubungan dengan keadaan atau kemampuan dari 
debitur itu sendiri. Misalnya, jika debitur sakit atau cacat seumur 
hidup sehingga tidak mungkin lagi melakukan prestasi. 
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2) Menurut Pelaksanaannya 
a) Force majeure absolut 
Suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi 
kewajibannya kepada kreditur dikarenakan bencana alam atau act of 
God yang bersifat mutlak, misalnya karena adanya gempa bumi, 
banjir  bandang, dan adanya lahar dan lain-lain. 
b) Force majeure relatif 
Dalam force majeure ini, pemenuhan prestasi secara normal tidak 
mungkin dilakukan, walaupun secara tidak normal masih mungkin 
dilakukan. Force majeur ini disebut juga act of nature yang dapat 
disimpulkan peristiwa ini tidak bersifat mutlak atau relatif. 
3) Menurut Jangka Waktu Berlakunya 
a) Force majeure permanen 
Yakni efek terjadinya force majeure sampai kapanpun kontrak tidak 
akan mungkin dilakukan lagi untuk memenuhi suatu prestasi kontrak 
yang telah dijanjikan. Misalnya jika barang yang merupakan objek 
dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan salah satu pihak. 
b)  Force majeure temporer 
Dimana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak 
mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Atau dengan kata lain, 
karena terjadi peristiwa tertentu dimana setelah peristiwa tersebut 





2. Kedudukan Force Majuere dalam Akad Perdata 
Berkaitan   dengan ketidaktercapaiannya   maksud   dan   tujuan   
perjanjian dapat   disebabkan oleh force   majeure atau keadaan memaksa 
dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar 
jangkauan manusia untuk menghindar  dari  peristiwa  tersebut.
49
 Force  
majeure merupakan  konsep  hukum yang  berasal  dari  hukum  Roma  (vis  
motor  cui  resisti  non  potest)  yang  diadopsi dalam berbagai macam 
sistem hukum. Doktrin dalam common law memaknai kata ini  sebagai  
suatu  ketidakmampuan  untuk  melakukan  sesuatu  prestasi  terhadap suatu 
kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan force majeure. 
Hal ini berbeda dengan ketentuan force majeure yang diatur di dalam 
KUHPerdata maupun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES). Pengaturan tentang force majeure di dalam KUHPerdata diatur 
dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Pasal 1244 berbunyi “Debitur harus 
dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat 
membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya 
waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang 
tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak 
ada itikad buruk kepadanya.” Dan pasal 1245 berbunyi “Tidak ada 
penggantian biaya. kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau 
karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk 
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memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu 
perbuatan yang terlarang baginya.” 
Menurut V. Brakel, dengan adanya overmacht/ force majeure, 
menyebabkan kewajiban prestasi debitur menjadi hapus dan konsekuensi 
lebih lanjut adalah debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang 
diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa.
50
 Sedangkan menurut KHES, 
yakni pada pasal 43 ayat 1, yang rumusannya sebagai berikut, “kewajiban 
menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu 
pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh peminjam”, kemudian ayat 
selanjutnya, “kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di 




Berdasarkan hal di atas, keberadaan sarana dan mekanisme penanganan 
terhadap pembiayaan bermasalah merupakan hal yang penting untuk 
diketahui oleh nasabah sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah, serta 
sebagai upaya untuk menghindari konflik lebih lanjut yang dapat 
menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank. Menurut Buku Standar 
Produk Perbankan Syariah Murabahah, yang diterbitkan oleh OJK, 
penyelesaian sengketa pada kasus pembiayaan muarbahah bermasalah 
memiliki beberapa tahapan, yaitu:
52
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a. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak Bank dengan 
nasabah harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat; 
b. Mekanisme musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 
solusi yang dianggap sesuai dengan kemampuan dan kondisi nasabah 
yang terkena force majeure;  
c. Beberapa solusi yang ditawarkan bank dalam mekanisme musyawarah 
kepada nasabah seperti perpanjangan waktu pembayaran angsuran, 
perubahan jumlah angsuran, pemberian tambahan kredit, dsb; 
d. Apabila mekanisme musyawarah belum berhasil, penyelesaian sengketa 
dapat dilakukan secara non litigasi misalnya melalui Badan Arbitrase 
Syariah Nasional (Basyarnas) dan eksekusi atau putusan arbitrase syariah 
itu akan ditetapkan melalui Pengadilan Agama; 
e. Apabila para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui 
pengadilan, maka Bank dan Nasabah harus menyepakati dalam kontrak 
bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa kontrak ini diselesaikan 
melalui Pengadilan Agama; 
f. Pihak Bank tidak diperkenankan menuliskan klausula dalam kontrak 
yang membolehkan Bank melakukan eksekusi agunan dan jaminan 
secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi 
tanpa putusan pengadilan; 
g. Pihak Bank tidak diperkenankan melakukan eksekusi agunan dan 
jaminan secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun 




Nasabah lalai dan memberikan hak kepada Bank untuk eksekusi agunan 
dan jaminan; 
h. Jika sampai tahap eksekusi agunan obyek pembiayaan dan/atau jaminan 
lainnya dilakukan, maka hasil eksekusi (penjualan/pelelangan) tersebut 
diutamakan untuk memenuhi kewajiban Nasabah kepada Bank. Jika ada 
kelebihan nilai eksekusi maka dikembalikan ke Nasabah, jika masih 
kurang untuk memenuhi hak Bank maka hal itu tetap menjadi kewajiban 
Nasabah hingga Bank menghapuskan kewajiban tersebut. Berakhirnya 
akad murabahah dapat disebabkan oleh berakhirnya jangka waktu akad, 
peristiwa force majeure, cidera janji, dan nasabah yang mengajukan 
pengakhiran akad murabahah. Dalam pengakhiran akad murabahah, 
perihal force majeure yang menyatakan jika objek pada perjanjian akad 
murabahah hilang atau musnah dikarenakan force majeure dan tidak ada 
itikad buruk padanya maka perjanjian akad murabahah diantara para 
pihak dapat saja berakhir. 
 Keadaan memaksa (Force Majuere) bisa dijadikan untuk membuktikan 
perjanjian suatu bisnis atau suatu kredit di lembaga keuangan mikro, dengan 
ini mengajukan pembelaan pihak yang sedang tidak bisa menjalankan suatu 
kewajibannya. Maka dari itu force majuere tidak selalu memfokuskan pada 
suatu bencana alam, kudeta, dan perang. Di awal 2019 Covid-19 datang ke 
Indonesia dengan melumpuhkan semua sektor bidang yang ada Indonesia. 
Salah satunya adalah sektor yang sangat diperhatikan pemerintah yaitu 




bukanlah kehendak semua orang maupun pemerintah, pemerintah telah 
menjadikan bahwa Covid-19 sebagai virus yang membahayakan jika 
manusia itu tertular dan dapat mengakibatkan kematian oleh karenanya 
menyampaikan beberapa anjuran maupun ketentuan untuk menanggulangi 
penyebaran Covid-19. Jika keadaan pandemik Covid-19 akan dijadikan 
sebagai alasan keadaan memaksa ( force majuere) maka suatu kebijakan 
atau ketentuan keringanan angsuran dengan tempo yang sudah saling di 
sepakati oleh lembaga pembiayaan yang diberikan pada pelaku peminjam 
sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar.  
B. Penerapan Force Majeure terhadap Perjanjian Kredit di Kantor BMT 
Amanah Barokah Slawi 
Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum koperasi salah satunya 
pada Kantor BMT Amanah Barokah Slawi yaitu penulis meneliti dengan 
kejadian Akad pada kantor tersebut, yang mana BMT Amanah Barokah Slawi 
menjalankan tugasnya dalam bentuk simpan pinjam. Simpanan tabungan, 
simpanan haji atau umroh, dan simpanan tabungan berjangka dengan sistem 
syariat islam yang dianutnya, pada BMT tidak ada potongan bunga seperti 
halnya bank konvensional, tetapi BMT Amanah Barokah Slawi melakukan 
sistem bagi hasil. BMT Amanah Barokah Slawi juga menawarkan pinjam dana 
kredit pada barang atau kendaraan, penulis memahami sistem cara pinjam dana 
dengan cara kredit di BMT Amanah Barokah Slawi yaitu dengan cara 
membarangkan uang ketika ingin dipinjamkan pada pelaku akad tersebut. 




membelikan barang pada anggota yang memiliki Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) dan dibelikan barangnya maka pelaku baru dapat 
menerima berupa uang dari UMKM dengan atas nama  BMT Amanah Barokah 
Slawi itu dilakukan karena agar terhindar dari adanya riba. BMT Amanah 
Barokah Slawi sendiri terbentuk swadaya dan berbadan hukum pada koperasi, 
sehingga menimbulkan prinsip dari anggota untuk anggota.
53
   
Dalam hal ini penulis mengamati pada penerapan force majuere pada 
kantor BMT Amanah Barokah Slawi sering terjadi, tak bisa dihindari pada 
pelaku LKM, Perbankan, atau Lembaga Pembiayaan sejenisnya. Untuk 
menyelesaikannya sering dilihat dengan keadaan kahar dan di ikuti prinsip 
syariah agar debitur terhindar dari riba yang biasanya terjadi pada perbankan. 
Contoh kasus kegiatan force majuere yang pernah terjadi di kantor BMT 
Amanah Barokah Slawi yakni perjanjian kreditur dengan kantor BMT Amanah 
Barokah Slawi. Awalnya kreditur membeli barang pada suatu toko dan di akad 
oleh kantor BMT Amanah Barokah Slawi untuk menyelesaikan suatu 
kewajiban perjanjian dalam melunasi tersebut. Selanjutnya penulis akan 
membahas masalah perjanjian antara kreditur dan kantor BMT Amanah 
Barokah Slawi yang berupa barang senilai Rp. 10.000.000 dan di angsur 
selama 10 bulan waktu temponya, berhubung kantor BMT Amanah Barokah 
Slawi bukan perbankan melainkan lembaga keuangan mikro berbadan hukum 
koperasi dan berprinsip syariah maka tak ada suatu bunga dalam perjanjian 
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melainkan bagi hasil (murabahah).
54
 Pada 21 Febuari 2020 kreditur mengalami 
keadaan diluar dugaan dengan tidak bisa menyelesaikan suatu akad dikarenkan 
adanya non-bencana alam dan sudah satu tahun covid-19 meresahkan di 
Indonesia. Oleh karena itu debitur dapat dilindungi prestasinya dalam 
melakukan suatu perjanjian dengan force majuere yang dapat ditunda angsuran 
dalam pembayaran tersebut. 
Terbentuknya BMT Amanah Barokah Slawi berbentuk hukum pada dinas 
koperasi, maka tentu berbeda dengan perbankan-perbankan konvesional hal ini 
BMT sudah di atur pada Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang 
Lembaga Keuangan Mikro. Untuk syarat menderikan suatu koperasi dalam 
lembaga pembiayaan seperti BMT minimal memeiliki anggota 20 orang agar 
bisa mewujudkan BMT tersebut, adanya BMT itu sendiri sangat membantu 
pada masyarakat. Sebagai suatu lembaga pembiayaan yaitu BMT memiliki ciri 
ganda yaitu suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial, sehingga dalam 
pelaksanaannya BMT harus bekerja menurut prinsip ekonomi dengan 
melandaskan pada asas-asas badan hukum Koperasi yang mengandung unsur-
unsur sosial didalamnya. Dengan adanya ciri ganda dalam diri BMT serta 
adanya kekuatan yang tidak terbatas yang terkumpul dalam Rapat Anggota, 
maka dalam manajemennya terdapat kesulitan-kesulitan yang tidak dijumpai 
sebagaimana pada organisasi ekonomi lainnya. Untuk saat lembaga dan LKM 
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sejenisnya memang sangat dibutuhkan pada masyarakat Indonesia khususnya 
masyarakat yang beragama islam yang dianutnya.
55
  
Literatur yang membahas tentang BMT tergolong sangat sediki. Diketahui 
bahwa lembaga ini muncul sebagai konsep lembaga keuangan syariah di 
Indonesia, di luar sistem perbankan. Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, 
diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan 
jasa BMT. Mengingat dari BMT Amanah Barokah Slawi adalah Lembaga 
Keuangan Mikro yang diatur pada Undang-undang no 1 tahun 2013, BMT 
Amanah Barokah Slawi juga mengalami macet dari suatu masalah perjanjian 
yang telah dibuat dari 2 pihak, salah satunya ketika pelaku melakukan kegiatan 
kredit pada kantor BMT Amanah Barokah Slawi. Hampir sama seperti 
perbankan atau lembaga keuangan lainnya istilah untuk penerapan keadaan 
memaksa (force majuere) diberlakukan dengan menimbang keadaan pelaku 
kreditur melakukan wansprestasi pada BMT Amanah Barokah Slawi, karena 
BMT Amanah Barokah Slawi sifatnya tidak memaksa tetapi pelaku juga harus 
melakukan kewajibannya.
56
 Force Majuere atau keadaan memaksa dapat 
menuai perhatian serius dari kedua pihak pelaku perjanjian dalam suatu kredit 
karena dalam lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT Amanah Barokah 
Slawi memiliki peraturan ketika pelaku terkena force majuere yaitu: 
1. Menyelesaikan secara kekeluargaan dengan hal ini pelaku kreditur akan 
merasa tersadarkan ketika untuk melakukan suatu kegiatan akad. 
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2. Menyelesaikan dengan jangka tempo yang cukup panjang waktunya awal 
peminjaman batas harus yang dibayar 1 minggu sebelum jatuh tempo 
berikutnya, hambatan pelunasan pada suatu kredit sah-sah saja jika kreditur 
terkena alasan  force majuere  pada Kantor BMT Amanah Barokah Slawi. 
3. Menyelesaikan dengan kaidah-kaidah syariah islam yang selalu menasehati 
para pelaku kreditur agar selesai menjalankan akad.  
4. Menyelesaikan dengan menimbang adanya hukum pasar yang berlaku, yaitu 
tentang alasan keadaan memaksa. Force Majuere merupakan salah satu 
konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum.
57
 
Bukan  hambatan  yang  dibuat  secara sengaja   atau   oleh   karena   
kelalaian,   hambatan   karena   kelalaian   merupakan kejadian yang 
disebabkan oleh tindakan diri pribadi debitur atau adanya vreemde oorzak 
(sebab luar). Dalam wawancara ini penulis memahami bahwa pelaksanaan 
akad suatu perjanjian itu dapat di selesaikan tidak harus pada waktu yang sudah 
di tentukan, apabila dalam kondisi pandemik covid-19 yang terus berlanjut 
akan timbul rasa   kekhawatiran dan menyebabkan suatu terjadinya kepailitan, 
akan tetapi pelaksanaan akad tidak harus untuk dijadikan suatu alasan keadaan 
memaksa atau force majuere karena suatu akad terjadi karena awal suatu 
perjanjian. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya 
pada saat timbulnya keadaan tersebut, alasan ini bisa bertentangan dengan 
perbuatan melawan hukum perikatan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Pada  pelaksanaan  prestasi  itu  harus dilakukan  
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dengan memberikan  korban  yang  besar  yang  tidak  seimbang  atau 
menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau 








Berdasakan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian, 
maka dapat di tarik kesimpulan:  
1. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan berlakunya Force 
Majuere sangat membantu karena untuk melindungi para debitur yang 
terkena hambatan untuk melakukan kewajiban. 
2. Kondisi pandemi Covid-19  sangat berpengaruh dari kegiatan perkreditan 
pada suatu alasan yang kuat dalam menghambat kegiatan kredit di suatu 
lembaga pembiayaan. BMT Amanah Barokah Slawi berjalan dengan 
koperasi secara syariat islam dan di bentuk untuk menolong masyarakat 
islam agar terhindar dari riba. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan 
dikemukakan sebagai berikut : 
1. Bagi Kementrian Koperasi dan UKM 
Kementrian Koperasi dan UKM untuk bersikap tegas atas segala 
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perkoperasian yang terjadi. Untuk 
lebih aktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap BMT 






2. Bagi Pemerintah 
Untuk lebih mendorong BMT yang telah berbadan hukum Koperasi agar 
mematuhi peraturan-peraturan terkait perkoperasian agar tidak terjadi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap fungsi-fungsi Koperasi. 
Untuk bersikap tegas atas pilihan untuk berbadan hukum Koperasi dengan 
cara tunduk sepenuhnya pada prinsip-prisip perkoperasian. 
Agar lebih berusaha meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan 
serta usahanya agar dapat bersaing dengan lembaga keungan lainnya. Untuk 
menyempurnakan bentuknya menjadi KJKS apabila kegiatan usahanya 
berupa pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah. 
3. Bagi Anggota BMT Amanah Barokah Slawi 
Agar selalu mengerti dan selalu berhati-hati dalam kegiatan akad yang pada 
dasarnya BMT Amanah Barokah Slawi LKM yang bernilai syariat islam 
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